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BUPATI KAUR 
PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR 09 TAHUN 2015 

TElfTAfiG 

KEBIJAKAN AKUNTABSI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

DENG.AB RAHMAT TUHAN YABG MAHA EBA 

BUPATI KAUR, 

Menimbarlg 

Mengingat 

a. J:>ahwa un.tuk melak:sanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) 
Peraturan Daenih Kabupaten Kaur Nomor .05 Tahun 2015 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijak:an 
Akuntans, yang 'Lerdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan 
keuangan danlcebija:kan ak:untansi ak:un; 

b. ,J?abwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud 
aalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kebijak:an Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Kaur. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Leinbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara -Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undarig Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentulcan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcrr 
4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu.angan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan -antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (.Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomoi: 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang.Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahail 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Peaga wasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 NomO'r 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemeriatah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tatacara Penghapu sap Piutang Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Rep1.1blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Peme:rintah Nomor 54 Tahun 2005 tent.ang 
Pinjaman Daera!h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambaha,n l..emba_ran Negara 
Republik lndone$ia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tab~ 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuan,gan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No,mor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
indonesia Tahun 2010 Nomor LlO, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomo1r 4577); 

17. Peratur8.l1 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pehgawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ~O, 
Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 
4609) sebagru.mana telah diYR<ill g~ng~ Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 
4855); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Paerah kepada 
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



~--- - ---·-
Sf)(RfTARh\T Ol\£itMH K!iS1JF.kTW lrn;;-1' 

BA (; I A N HU KU •I 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 t.entang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 
beserta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(PSAP) dan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 01 s.d. Non1or 
14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
SAP; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesiaNomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

27. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam '.Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman. Pengelolaan 
Keuangan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuan.gan Badan 
Layanan Umum Daerah · 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan 
La po ran Pertanggungjawaban. Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang fedoma.n Peml:ierian Bantuan Sosial dan Hibah 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik lndones.ia Tahun 2012 
Nomor540); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negat'8. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

32. Pe.raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapen Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah; 
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2015 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Kaur; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENT.ANG KEBIJAKAlf AKUNTANSJ 
PEMERINTAH KAB'OPATEN I(AUR. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kaur. 

4. Bupati adalah Bupati Kaur . 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya Segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan peng;1wasan Keuangan Daerah. 

7. Akufitlltisi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran transaksi dan kej ad.ian keuangan, penginterpretasian atas 
hasilnya, serta penyajian laporan. 

8. Kerangka Kooseptual A_\runtansi Pemeriotahan adalah prinsip-prinsip yang 
mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemeriotahan dan 
merupakan rujukan pentiog bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 
penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam meocari pemecahan 
atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pemyataan 
Standar Akuntansi Pemeriotahan. 

9. Standar Akuntansi Pemerintahan., yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
prinsip-priosip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan Pemeriotah Daerah. 

10. Kebijakan Akuntansi adalah priosip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleb 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan. d!lll penyajian laporan 
keuangan. 

11. Sistem Akuotansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual 
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 
Pemerintah Daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disiogkat BUD, adalah pejabat 
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 

13. Entitas Pelaporan adalah unit pcmerintah ya:ng terdiri dari satu atau lebih 
Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
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14. Entita,s Akuntansi a:dalah unit Pemerintahan Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas 
Pelaporan. 

15. Unit Pemerintahan adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang 
berada di Satuan Kerja Perangkat Daetah (SKPD) Kabupaten Kaur. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

BABII 
K:EBiiJAK.Afi AKUNTANSI 

Pasal2 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur menerapkan SAP 
Berbasis Akrual. 

Kebijakan Akunt.ansi Pemetintah Daerab terdiri atas Kebijakan Akuntansi 
Pelaporan Keuangan dan Kebijakan AkuntansiAkun. 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memua.t. penjela:san atas unsur­
unsur laporan keuangan ylfug berfungsi sebagai panduan dalam penyajian 
pelaporan keuangan. 

Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, peng;uruan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan 
Pernyataan SAP atas : 
a. Pemilihan metod.e akunt:ansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan 

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 

Paul3 

(1) Kebijakan Akuntansi Pelapdran Keuangan tercliri <lari: 

a . kerangka konseptual kebijakan akuntansi; 
b. kebijakan penyajian laporan keuangan; 
c. kebijakan laporan realisasi anggaran-berbasis kas dan laporan 

perubahan saido anggaran lebih; 
d . kebijakan neraca; 
e. kebijakan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas; 

f. kebijakan laporan arus kas; dan 
g. kebijakan catatan atas laporan keuangan. 

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari: 
a. akuntansi kas dan setara kas; 
b. akuntansi piutang; 
c. akuntansi persediaan; 
d . akuntansi investasi; 
e. akuntansi aset tetap; 
f. akuntansi dana cadangan, 

g. akuntansi aset lainnya; 
h . akuntansi kewajiban; 
i. akuntansi pendapatan-Jra dao pendapatan-lo; 

j. akuntansi belanja; 
k. akuntansi beban; 

r------1.-~.W~{lsi transfer; 
SEKRET4RIAT OA!P.Jl~ KASUPA!eN KAUR 

S AGI AN HUKU ,,1 



m. akuntansi pembiayaan; 
n. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan dan 
J{ejadian luar biasa; dan 

o. akuntansi penyajian kembali (Restatement). 

Pasa14 

(1.) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Ak:un 
diatur lebih lanjut daJam .La.mpiran yang meiupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peratura n Bupati ini. 

(2) Lam_piran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

Kebijakan Akllntansi Pelaporan Keuangan 

1. La.mpiran 1.01 Kerangk:a Konseptual Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Ka,bupaten Kaur. 

2 . Lampiran 1.02 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 
01-Penyajian Laporan Keuangan. 

3. Lampiran I.03 Kebijakan Akuntansi. Pelaporan Keuangan Nomor 
0'.2-Laporan ReaJisasi Anggaran (LRA) Berbasis 
Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih (SAL). 

4. Lampiran I.04 

5. Lampiran I.OS 

6. La.mpira11 I.06 

7. Lampiran 1.07 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 
03-Laporan Operasional (LO) dan Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE). 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 
04-Neraca. 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan K!:?uangan Nomor 
05-Lapo,ran Arus Kas. 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuartgan Nomor 
05-Laporan Arus Kas. 

Kebijakan Akuntanai Akun 

8. La.mpiran II.01 Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 01-Kas dan 

9. Lampiranll.02 

10. Larnpiran Il.03 

11. La.mpiran Il.04 

12. Lampiran TI.OS 

13. Lampiran II.06 

14. Lampiran n.07 

15. Lampiran II.OS 

16. Lampiran Il.09 

17. La.mpiran 11.10 
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Seta:ra Kas. 

Kebijak:an Akuntansi Akun Nomor 02- Piutang. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 03-Persediaan. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 04-lnvestasi. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 05-Aset Tetap. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 06-Dana 
Cadangan. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 07-Aset 
Lamnya. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 08-Kewajiban. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 09-
Pendapatan-LRA. 

l{ebijakan Akuntansi Akun Nomor 10-



18. Lampiran Il.11 

19. Lampiran II.12 

20. Larnpiran JI.13 

21. Lampiran II.14 

22. Lampiran 11. 15 

23. Lampiran II.16 

Pendapatan-LO. 

Kebijakan Akuntansi Aku11 Nomor 11-Belanja. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 12-Beban. 

Kebijakan Akuntansi AkUn Nomor 13-Transfer. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 14-
Pembiayaan. 

Kepijakan Akuntansi Akun No.cnor 15-Koreksi 
Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi, Operasi yang Tidak 
Dilanjutkan dan Kejadian Luar Biasa. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 16-Penyajian 
Kembali (Restatement). 

BAB ID 
PELAPORAB KEUANGAK 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan 
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak­
tidaknya terdiri dari : 

1. laporan realisasi anggaran; 

2. laporan perubahan sal; 

3. neraca; 

4. laporan operasional 

5. laporan arus kas; 

6. laporan perubahan ekuitas; dan 

7 . catatan atas laporan keuangan. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Akuntansi 
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan,. 
yang setidak-tidalmya terdiri dari : 

1 . laporan realisas.i angga:ran; 

2. laporan operasional; 

3. laporan perubahan ekuitas; 

4. neraca; dan 

5. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah, 
BUD wajib menyusun Laporan Kcuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya 
terdiri dari : 

1. laporan realisasi anggaran; 

2. laporan opera-sional; 

3 . neraca; 

4. laporan arus kas; 

5. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
6. laporan perubahan ekuitas; dan 

7. catatan atas laporan keuangan. 
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BAB IV 
KETENTUANPERALlllAN 

Pasal 6 

(I) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanaka:n m 
lahun 20L5. 

(2) Penyusunan laporan keuar'\gan tahun 2014 _mengacu kepada kebija 
akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bu 
Kaur Nomor 51 Tahun 20,12 tentang Kebijakan Akuntansi Pemeri:r 
Kabupaten Kaur (Serita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor '. 
dicabut dan dinyatakan tidaj{ berlaku. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratl 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam S erita Daerah Kabupaten Kaur. 

SEk,m~~"T D~EP.AK XABUPAHN ~AUR 
BA GI AN ilU KUf,1 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal I? /="tx>nh/} · 20 15 

SDAERAH 

NANDAR ADI, S.Sos 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 
pad a tanggal IC ~l'Y, 2 

f BUPATI KAUR;T 

/HERMEN MALIK 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR: '3','C 
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